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. WALIKOTA TERNATE
- - PROPINSI MALUKU NUTARA =

" PERATURAN WALIKOTA TERNATE
'NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUP

Menimbang

- Mengingat

PEMERINTAH KOTA TERNATE

WALIKOTA TERNATE

. abahwa dalam rangka melaksanakan = penataan
kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang

berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan dan

‘analisis beban kerja pada sctiap satuan organisasi untuk |
-mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan -
berhasil guna;

b. bahwa berdaéarkén 'pertimbangan ' sebagajmana _

1.

‘dimaksud . pada. huruf a, perlu ditetapkan dengan

Peraturan Walikota Ternate tentang Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja di Lingkup Pemerintah Kota Ternate.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate =

(Lembaran ‘Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan

'Lembaran Negara Nomor 3824) ; .
. Undang~Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur L
Sipil Negara (Lembaran Negaraa Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor |
5494) ; L

.Undang—Undang Nornor 23 Tahun 2-014  tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran VN‘ega:a Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana

telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-
‘undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua =
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemenntahan Daerah - (Lembaran Negara Republik

‘Indonesia ‘Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
'Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; |

4. Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang

- ce L. PNANR T MY e L e



. i‘Menetvapkan :

 5

Peraturan Mentcn Pendayagunaan Aparatur Ncgara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2016 Tentang Nomenklatur Jabatan ‘Pelaksana bagi

 Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Instansi Pemerintah;

. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

 Kota Ternate ( Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun

- Tentang Kedudukan Organisasi dan Tata . Kerja -

2016 Nomor 154, tambahan Lembaran Daerah Kota |
Ternate Tahun 2016 Nomor 129, ! o
. Peraturan Walikota Ternate Nomor 18 Tahun 2016,

- Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

‘Daerah dan Inspektorat Kota Ternate {(Berita Dacrah Kota o |

‘Ternate Tahun 2016 Nomor 260);

. Peraturan Walikota Ternate Nomor} 19 Tahun 2016 SR
‘Tentang Kedudukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kota Tcrnatc (Berita Dacrah Kota Tcrnatc Tahun

2016 Nomor 261);

.Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2016’

Tentang Kedudukan Organisasi dan Tata Kerja Badan

 Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate

{Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 2»62),
10.

Peraturan Walikota Ternate: Nomor 21 ~Tahun 2016

Tentang Kedudukan Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan dan Kelurahan Kota Ternate (Benta Daerah
Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 263),

MEMUTUSKAN

| PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS JABATAN

DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUP PEMERINTAH '
KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

. Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Ternate. : .
2. Pemerintah Daerah adalah Wahkota dan Perangkat Daerah sebaga1

- unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Ternate.

4. Perangkat

" Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvait Kota, Diﬁas dan

3. Walikota adalah Walikota Ternate.

Daerah adalahv unsur "pe‘mbantu Walikota dalam

penyelenggaraan pemerintahan Kota yang terdiri dari }S’e‘kre'tar‘iat.



5. Analisis Jabatan adalah proses metode dan teknis untuk mendapé.tkan

data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guné. penyusunan ‘,-

kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawalan o

‘ ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendldxkan dan pelatlha.n 5

serta umpan balik bagian orgamsas1 dan tatalaksana.

6. Anahsa Beban Kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah j _]am kerja" |

~orang yang dlgunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu
- pekerja dalam waktu tertentu/bertujuan untuk menentukan berapa
jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat. - S

7. Peta Jabatan adalah bentangan _}abatan yang dxgambarkan secara'w

- ‘vertlkal maupun honzontal

BAB II ‘
HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 2

- {1). Hasﬂ Analisis jabatan adalah informasi jabatan yang dlgunakan dalam
penyusunan kebijakan program pembinaan/ penataan kelembagaan =

- kepegawaian, ketatalaksanaan serta rencana kebutuhan pendldlkan
dan pelatihan. ' '

(2). Hasil anahs1s jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :

pedoman bag1 setiap pemangku jabatan struktural dan fungsmnal

- dalam melaksanakan tugas. : S
(3). Hasil analisis jabatan sebagaimana di maksud pada ayat (2] tcrcantum:‘
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tzdak terp:sahkan dan

- Peraturan Walikota ini. : : ‘-

o BAB III
EVALUASI ANALISA JABATAN

Pasal 3

(1) Hasil analisa jabatan dilakukan evaluasi melalui verifikasi dan validasi

dalam rangka melakukan reformasi kelembagaan dan™ pemberian
tunjangan kerja berdasarkan beban kerja. : :

(2) Verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan sebagalmana dlmaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan metode Analisis Beban Kerja .

»(3) Kepala Perangkat Dacrah di lingkungan Pemerintah Kota Ternate Wa_]xb -

Melaksanakan Implementasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja :
dalam Rangka Mengukur Efektifitas dan Efisiensi Jabatan. ;

Pasal 4



' . BAB IV : '
. PENGEMBANGAN POLA KARIR DAN REKRUTMEN PNS

Pasal 5}

(1) Pemerintah Kota Ternate dalam Melakukan Promosi dan mutasi di

ngkungan Pemerintah Kota Ternate Wajlb Mempedomam padav‘
Dokumen Analisis Jabatan. : .

(2) Rektrumen Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di
- Lingkungan Pemerintah Kota Ternate di lakukan berdasarkan S
‘Analisis Jabatan / Analisis Kebutuhan. ‘ - ’

BABV |
- PEMBIAYAAN
Pasal 6

: Segala B1aya yang d1butuhkan dalam Pelaksanaan Analisis Jabatan yang ) '__ BRSEIE
dlbcbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate I

| BAB VI
'KETENTUAN PENUTUP

' Pasal 7

Peraturan Walxkota ini mu1a1 bcrlaku pada tanggal dxundangkan
Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan Pengundangan

~ Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Ternate.

Ditetapkan di Ternate
v o - pada Tanggal & Jamweri 2098
Pejabat __|Pa B WALIKOTA TERNATE,

Sekretaris Daerah

| Asisten Administrasi Umum W,\__\ ———
Kabag. Organisasi = 'v —

BURHAN ABDU : MAN

Kabag, Hukum & HAM .

Dlundangkan di Ternate
pada tanggal 10 Januerl 2C1~,

SEKRETA S DAERAH KOTA TERNATE

= —— = e e e e - — - — - a—  "® AT



BABIV
PENGEMBANGAN POLA KARIR DAN REKRUTMEN PNS

~ Pasal 5
| (1) ‘Pemenntah Kota} Ternate dalam Melakukan Promosi dan mutasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Temate Wajlb Mempedomam pada’
Dokumen Anahsm Jabatan.

(2) Rektrumen Calon Pegawai Negeri Slpll dan Tenaga Kontrak di S

Lingkungan Pemerintah Kota Ternate di lakukan berdasarkan}
~ Analisis Jabatan / Analisis Kebutuhan. :

BAB Vv
~ PEMBIAYAAN

Pasal 6

- Segala Biaya yang dibufuhkan dalam Pelaksanaan Analisis jabatah yang‘i -
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate

, BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

'Peraturan Wahkota ini mu1a1 berlaku pada tanggal dxundangkan |
Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan™ Pengundangan

 Ternate.

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Benta Dasih Kota

Ditetapkan di Ternate
pada Tanggal & Jamwcri 2010

WALIKO@A EERNATE,

—

BURHAN ABDUR&MAN'

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 1¢ Jamwari 2018 ‘
SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE

-M. TAYHID SOLEMAN




